
BUPATI ROKAN HILIR
PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR

NOMOR Ol TAHUN 2015

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR
TAHUN ANGGARAN 2015 UNTUK PENYEDIAAN PENGELUARAN BELANJA

YANG BERSIFATWAJIB DAN MENGIKAT TAHUN ANGGARAN 2015

Menimbang : a.

Mengingat 11,

BUPATI ROKAN HILIR,

bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 telah
mendapat persetujuan bersama DPRD Kabupaten Rokan Hilir dengan
dengan Bupati Rokan Hilir pada tanggal 31 Desember 2014,

bahwa berdasarkan ketentuan pasal 61 Peraturan Pemerintah Nomor 58
tahun 2005 tentang Penggelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa

pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan
sebelum rancangan peraturan daerah tentang APBD ditetapkan dan

ditempatkan dalam lembaran daerah, namun tidak termasuk belanja yang
bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib,

b.

bahwa mengingat Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015
belum juga ditetapkan hingga awal tahun 2015, maka dalam rangka
kelancaran tugas-tugas Pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir, sambil

menunggu penetapan APBD Tahun Anggaran 2015 dipandang perlu
melakukan pengeluaran kas untuk pembayaran belanja yang bersifat wajib
dan belanja yang bersifat mengikat atas beban Tahun Anggaran 2015,

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b

dan huruf c diatas, dipandang perlu untuk ditetapkan didalam Peraturan

Bupati Rokan Hilir,

e.

Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten
Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak,
Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuanta Sengingi dan
Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang
Nomor 34 Tahun 2008 tentang perubahan ketiga Atas Undang-undang
Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2008
Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880):

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
(lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1985 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan undang-
undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lerfbaran Negara Republik Indonesia tahun
1994 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569):

Undang-undang Nomor 17 Tahun Xt, tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomgr 4286),

4.Undang-undang. ...
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10.

11.

12.

13.

14,

15.

16.

17.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355),

4.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389 ):

5.

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400):

6.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421),

7.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah

diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun

2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4844):

8.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor

4438 ).

9.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049):

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan

Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4028):

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4138):

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4139):

peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4502),

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi

Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503),

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574),

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575),
18.Peraturan Pemerintah. ...
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24.

25.

26.
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28.

29.

30.

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576),

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139 Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4577),

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578),

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan
dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4585):

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

Republik Indonesia Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4593):

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4593):

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614):

Peraturan Pemerintah Nomor 03 tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun

2007 nomor 19, Tambahan" Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4693),
LT

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan

pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4737):

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Kesebelas
atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 21):

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyaratan
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun

2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5049):

Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan
Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil:

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pengadaan/Jasa Pemerintah sebagaimana telah di ubah beberapa kali,

terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,
31.Peraturan Menteri. ...



Menetapkan :

31. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan
Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah:

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2015,

34. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Pokok-pokok pengelolaan
keuangan daerah Kabupaten Rokan Hilir,

MEMUTUSKAN

PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN ANGGARAN
2015 UNTUK PENYEDIAAN PENGELUARAN BELANJA YANG BERSIFAT
WAJIB DAN MENGIKAT TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

Dalam rangka kelancaran penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan
dilingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir serta untuk menjamin
kelangsungan pemenuhan pelayanan dasar yang dianggap perlu, Pemerintah
Daerah Kabupaten Rokan Hilir menetapkan Peraturan Bupati tentang
Penyediaan dana belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib
untuk pengeluaran sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2015.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur hal-hal yang berkenaan dengan penyediaan dana
belanja yang bersifat wajib dan belanja yang bersifat mengikat pada pengeluaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja-Daerah Tahun Anggaran 2015 yang meliputi
Belanja Tidak Langsug dan Belanja Langsung.

Pasal 3

Penyediaan belanja yang bersifat mengikat dan Belanja yang bersifat wajib pada
kelompok belanja tidak langsung terdiri dari sebagaimana pada pasal 2 adalah :

Belanja Pegawai, yaitu untuk pengeluaran :

1. Gaji Pokok dan Tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah:
2. Uang Representasi dan Tunjangan Pimpinan dan Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah, dan:
3. Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Pasal 4

Penyediaan belanja yang bersifat mengikat dan Belanja yang bersifat wajib pada
kelompok belanja langsung merupakan pengeluaran Kas untuk terjaminnya
kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat dibidang
pendidikan, kesehatan dan bidang lainnya yang dianggap perlu dan/atau
melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga untuk sementara belum dapat
disediakan.

Fasal 5....



Diundangkan

Pasal 5

Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 untuk setiap bulannya
adalah sebesar seper dua belas dari pagu anggaran yang dialokasikan pada
Tahun Anggaran 2014 untuk setiap masing-masing jenis belanja.

Pasal 6

Penyediaan dana belanja yang bersifat wajib dan belanja yang besifat mengikat
disesuaikan dengan kebutuhan belanja untuk setiap bulannya mengacu pada
pasal 5 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Penyediaan
Dana (SPD) Tahun Anggaran 2015.

Pasal 7

Peraturan Bupati Rokan Hilir ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai
dengan tanggal diundangkannya Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Adaerah Kabupaten Rokan Hilir.

Ditetapkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 24 Januari 2015

BUPATI ROKAN HILIR,

H. SUYATNO

dalam Berita Daerah
Kabupaten Rokan Hilir
Nomor | Tahun 2015 Tanggal 34 Januari 2015

Pit. SEKRESARIS DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR,

—
M. JOB/KURNIAWAN, AP, M.Si
Pembira Tk. I

NIP. 19750528 19912 1 001
ya 1

BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR
TAHUN 2015 NOMOR


